
PRES IDENI
REPUELIK INIDONIESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA,

SALINAN

bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu mengganti

Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 8 ayat

(4), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), Pasal 20 ayat (3),

dan Pasal 2l ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2OLS tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Menimbang : a.

b.

Perubahan .
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2.
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O1S

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 20!6, perlu menetapkan Peraturan Presiden

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2016;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907;

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RINCIAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN

20t6.

Pasal 1
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Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

a. rincian Anggaran Pendapatan Negara;

b. rincian Anggaran Belanja Negara; dan

c. rincian Pembiayaan Anggaran.

Pasal 2

Rincian Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal t huruf a terdiri atas:

a. rincian Penerimaan Perpajakan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan

b. rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Rincian Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal t huruf b terdiri atas:

a. rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan

b. rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 4

(1) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a. rlnclan
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a. rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada

Bagian Anggaran Kementerian Negara I Lembaga; dan

b. rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dirinci menurut

organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, fungsi,

subfungsi, program, kegiatan, jenis belanja, sumber

dana, dan prakiraan maju sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Presiden ini.

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian

Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci menurut

organisasi, unit organisasi, fungsi, program, kegiatan,

jenis belanja, dan sumber dana, termasuk anggaran

program pengelolaan subsidi, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

(1) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri

atas:

(3)

a.rlnclan...
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rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini;

rincian Dana Bagi Hasil terdiri atas:

1. rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan

Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang

Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan

Pasal 2l menurut Provinsi/KabupatenlKota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;

rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan

Bangunan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;

rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

menurut Provinsi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VIII;

rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut

Provinsi/ Kabupaten I Kota

tercantum dalam Lampiran IX;

sebagaimana

5. rincian

2.

3.

4.
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rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Mineral dan Batubara menurut Provinsi/

Kabupaten I Kota sebagaimana tercantum dalam

Lampiran X;

rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Kehutanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;

rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Perikanan menurut KabupatenlKota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;

dan

8. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Panas Bumi menurut Provinsi/ Kabupaten I Kota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini;

rincian Dana Alokasi Umum menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

d. rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

5.

6.

7.

c.

e. nnclan
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e. rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik menurut
Provinsi/KabupatenlKota sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

f. rincian Dana Insentif Daerah menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan

g. rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini;

(2) Rincian lebih lanjut Anggaran Transfer ke Daerah dan

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa:

a. rincian kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi

Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/ Kota; dan

b. rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan

Desentralisasi menurut Provinsi/ Kabupaten f Kota,

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Perubahan
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Perubahan rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagai akibat dari:

a. perubahan data; dan/atau

b. kesalahan hitung,

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Dana Alokasi

Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e menjadi dasar bagi menteri/pimpinan lembaga

untuk menetapkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus

Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada masing-

masing bidang atau subbidang paling lama 7 (tujuh) hari

kerja setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 6

Rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal t huruf c tercantum dalam Lampiran XX merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(4)

Pasal 8
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Pasal 8

Rincian Anggaran Belanja pemerintah pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 dan ayat (3), rincian
Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan rincian pembiayaan

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 menjadi

dasar penJrusunan dan pengesahan masing-masing Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016.

Pasal 9

Daftar Isian Pelaksanaan Anggarzrn dan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Revisi pada masing-masing Bagian

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran

Bendahara Umum Negara yang telah disahkan sebelum

Peraturan Presiden ini berlaku, dinyatakan masih tetap

berlaku sampai dengan disahkannya revisi Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran masing-masing Bagian Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran

Bendahara Umum Negara berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 10

pelaksanaan Peraturan Presiden

Menteri Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut

diatur dengan Peraturan

ln1

Pasal 1 1
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Pasal 1 1

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 288) dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Peraturan Presiden ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan

Presiden Nomor 137 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

288), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden

diundangkan.

Pasal 13

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinyd, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2OL6

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 153.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESTA
ti Bidang Hukum dan

undangan,

Sapta Murti



REFTUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NBGARA

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
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LAMPIRAN I
RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

(dalam ribuan rupiah)

NO URAIAN JI.]MI-AH
qt

2.7

2.2

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasiona
Pendapatan Bea Masuk

Pendapatan Bea Keluar

35.871.Soo.ooo

33.371.5oo.ooo

2.5OO.OOO.OOO

TOTAL 1.539.166.244.58r

Memorandum Item:

Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) terdiri atas:

r. Pajak Penghasilan (PPh) 9.7o6.746.ooo
a. PPh atas Komoditas Panas Bumi r.848.688.29o
b. PPh atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga

atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam
Penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN Z.7JL.TSS.zto
di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa
konsultan hukum lokal

c. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang
terkena lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak zz 4r.834.5oo
Maret 2oo7

d. Penghasilan dari penghapusan secara mutlah piutang
negara nonpokok yang bersumber dari penerusan
pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan
nekening Pemban[unan Daerah-yang diterima oleh 84'47o'ooo

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

z. Bea Masuk 52g.4g3.ooo

PRESIDEN REPUBLI K INDONESIA,

ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Bidang Hukum dan

g-undangan,

Sapta Murti

-2/2-
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LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
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LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUXAN PAJAX

BAA UR.AIAT{ JuDLi
a2a2

12a21
4242t1
4242t2
4242t3
424214
4242t5
424216
424219

12122
42422 |
424222
424223
424224
424225
424226
424229

42Sl
4243tt
4243t2
4243t3

12491
42491t

l.ldrtrb nlu 8du hnu UEu!
Pc!a.i.b ElDt Tctrt
P.ndapatan Hibh Tcdkat Dahm Nc8cri - Pcrorangan
PcndapEtln Hibah Tcdkat Dah N.acri. kmbrya/Aadan UEha
Pcndapate Hibah T.rikat Dalam N.8cri - P.mda
P.ndapEtm Hibah Tcrikat Luar Nc8.ri - P.mraqan
Pcndapatan Hib* T.rikat Luar N.teri - Lcmb{a/Bedan Ulaha
Pcndap.tan Hibah Tcrikat Luar Nc8.ri. Nltara
P.ndapatan Hibah Terikar Lahnya

P.rirrrr Hlbd TUrt Tctrt
Pcndaparan Hibah Tidak T.dkat Dalam N.gcri - Pcrorenaan
P.ndapatan Hibah TidakTerikat Dahm Ncacri, Llmbrya/Badan U!.ha
PGnd.paran Hibah Tidak Terikar Dalam Ncgcd . p.mda
Pcndap.lan HiS Tidak T.dkat Lui! N.A.ri - PcffanA.n
P.ndapaian Hibah Tid*T.dker Luar N.r.d - Lcmbqa/Bedan Usaha
Pcndapatan Hibd Tidak Tcdkar Lus N.r.d, N.sera
P.ndapatao Hibah Td* T.dkar Lamnya

Pclarp.b Huu krJsur BLU
Pcndapatm Hasil K.rjasama Pcrorangan
P.ndapate Ha.il K€rja3ama kmb{a/Bsdsn Usaha
Pcndapatan Hasil K.rjilma Pcm.rmtah DaGrah

Pc!4.?.b BLU L.la'r
Pendapatan Jala Layanan Pcrbankan BLU
Pcndapabn Jasa !4yilan PcrbEnkan BLU yang Dibata3i pcnBuna&nya

20,6t2.m
o

17.382.OOO

3.300.om
0
0
o

0

ls.66.l2l
o

15.606. r28

730.91.9tt
32.O50.755

550.555.547
37.935.S59

l.ll7.557.AB
1.1 17.557.8S3

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
ENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

K INDONESIA
Bidang Hukum dan

-undangan,

Sapta Murtl
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LAMPIRAN III

PERATURAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH

PUSAT MENURUT ORGANISASI / BAGIAN

ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI,

SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS

BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRT{T\N

MAJU
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BAGIAN ANGGAMN :

KEMENTERIAN/LEMBAGA

PRES I DEN
REPUELII( INDONESIA

t2t
BADAN EKONOMI KRilTIF

UNIT ORGANISASI FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
RINCI.AN JENIS BELANJA KPJM

5I BEhNJA PEGAWAI 52 BELANJA BARANG 53 BEUNJA MODAL 57 BEHNJA BANTUAN
JUMLAH TAHUN 20I7 TAHUN 20IA TAHUN 20I9

I3l tsl 7l
i774 Fasihtasi Infrastruktur TIK 20.640.33t 5.500.000 26. lao.337
i775 kngcmbsAan Pasar Dalam

I 16.837.a1! I 16.837.a19
5776 PcntembanSan Pasar Luar

t02.4aa.991 33a.49! to2.827.493
5777 Pen8cmbsaan Fasilitas
Hak Kekayae lntclektual di 60.4 I4.51 60.a 14.512

577a Hamonilali Rcgulasi dan
49.797.689 391.90( 90. r49.589

5779 Pcmbsgunan dm
Penguatan Hubungan Antar 47.686.632 700,s7( 44.347.20t

57aO Pcmbangumn dan
Penguab HubungM An6r
,6hrd. r tt.- N---;

41.450.870 1.450.47(

1.o23.9&.a9t

IUMLAH TOTAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

BLIK INDONESIA
g Hukum dan
undangan,

Sapta Murti

,UMhH RM I
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LAMPIRAN IV

PERATURAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH

PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN

BENDAHARA UMUM NEGARA MENURUT

ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI,

PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, DAN

SUMBER DANA



KEMENTERIAN NEGAM/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI

PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
RINCIAN ANGGARAN BEI..A.NJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

: [999I BENDAHARA UMUM NEGARA

: [999.99I BA BUN PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan

KODE SD

JENIS BELANJA

JUMI,AHKEGIATAN
BELANJA PEGAWAI BELANJA BAMNG BELANJA

MODAL
BELANJA LAIN-

LAIN

r) (2t (3) (4) (s) (6) l7l (8)

I

It

I 1.08

999.99. l3

407 t

1

Trust Fund dan Kontribusi ke
Lcmbaga Intemasional :

^ Alobdl Creen Ar@th lretitute
(ccc0

b ASE,4N MinerulTrust F\1nd (AMTF)

c Oreen Climte Fvnd. (GCF)

d oECD Base Ercsion and hofit
Shtfrlng Prokct (BEPS hojed)

PERLIIIDT'IIGAN AOSIAL

BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL

Program Pcngelolaan Transksi
Khusus

Pengelolaan Dan Pcnyusunan
Laporan Transksi Khusus

Kontribusi Sosial

a Anggaran Manfaat Pensiun (PI
Taspcn)

b Antgaran Manfaat Pcnsiun (Pf
Ambri)

c Jaminm Pelayanan Kc$hatan
(BPJS Keshatan)

d Cicilan UPSL Program THT (Pf
TASPEN) 2007-20 l r

c Cicilan UPSL Program THT (PT

TASPEN) 2012-2013

f Cicilan UPSL Program THT (PT
ASABRU 2OOl-2012

g Jamkcsmen
h Jamkcstama

i IWP Program Jaminan Kecclakaan
Kerja

j IWP Program Jaminan Kcmatian

RM

0

0

0
0

to9.t24.s14.746

109.124.8 r4.786

I 09.124.8 14.786

tog.t2+.a14.7a6

to9.124.Al4-786

84.875.1 52.045

12.O93.852.068

5.29s.968.060

4.000.ooo.o00

1.500.000.000

7 12.34 1.000

83.681.24O

73.221.t20

197.452.30r

293.146.912

67.sO0.304

235.88s

75.337
752.394

o

0

o

0

o

o

o

0

0

0

0

o
o

o

0

0

0

0
0

o

0

0

0
0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67.500.304

235.885

75.337
752.394

1o9.124.t14.7a6

109.1 24.8 1 4.786

109.124.814.786

109.124.8t4.786

l09. I 24.8 14.786

84.875. I 52.045

12.093.8s2.068

s.29s.968.060

4.000.000.000

1.500.000.000

7 I 2.34 1.000

83.68 I .280
73.22r.r20

r97.452.30 1

293.t46.912

l09.124.814.785 1.413.434.731 23.164.417 r 1O.561.4 14.33.1

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
BLIK INDONESIA
Bidang Hukum dan

gan,

sapta Murtl

-2/2-
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PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V

PERATURAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN ANGGARAI\

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

DAN DANA DESA



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN JUMLAH

ll, Dane lnrcntlf Deereh

lIL Dana Otonoml Khu3u3 Dan Dana Kclrtlmewsen DIY

A. Dana Otonoml Khurur

l. Dana Otsus Prov. Papua dm Prov. Papua Barat

- Provinsi Papua

- Provinsi Papua Barat

2. Dma Otsus Provinsi Aceh

3. Dana Tambahm Infrastruktur Dalam Rangka Otsus

- Provinsi Papua

- Provinsi Papua Barat

B. Dane Kolttlmcsaan D.l. Yogyakarta

> Dana Dcre

5.OOO.OOO.OOO

18.811.883.884

It.264.433.8t4
7.707.216.942

5.395.05 1.859

2.3 I 2. 165.083

7.707.2t6.942

2.850.000.000

1.987.500.000

862.500.000

547.450.OOO

46.982.080.OOO

.,UMLAH 776.252.903.772

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
rtd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
i Bidang Hukum dan

ang-undangan,

Sapta Murtl

-212.



REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI

PERATURAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK

PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM

NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 2T

MENURUT PROVINSI I KABUPATEN / KOTA



niru
+ti;),tr

PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

R,NCrAN ro*o rnHYl'ffTX.1^* .r*orASrLAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAI.AM NEGERI

DAN PAJAK PENCHASILAN PASAL 21
MENURUT PROVINSI/ KABU PATEN/KOTA

ribuan ru

No Ifaraa Daerah PPh WPOPDI'I PPh Pacd 21 Jumlah

{r t2) (3) (4) (s)

)ffiIII Provlnrl Papur 11.986.O78 L99.636.426 2LL.622.5o,4
I Kab. Biak Numfor 66t.947 6.881.625 7.543.372, Kab. Jayapura 766.224 5.242.632 6.008.8s6
3 Kab. Jayawiiaya 490.643 s.153.89 l 5.644.534
4 Kab. Merauke 2.300.818 I 523.O97 13.823.91s

Kab. Mimika 4.822.888 rs8.93s.096 163.757.984
6 Kab. Nabire 670.904 5.439.377 6. r r0.28 I
7 Kab. Paniai r89.002 4.147.740 4.336.742
I Kab. Puncak Jaya 186.295 3.A60.426 4.0,46.721

9 Kab. Keoulauan Yaoen 392.259 5.707.818 6.too.o77
10 Kota Jayapura 3.723.18t 25.917.329 29.640.5r0

Kab. Srmi 242.334 3.740.546 3.982.880
2 Kab. Keerom 204.58 I 3.894.067 4.098.648
3 Kab. Yahukimo r85.989 3.164.357 3.3s0.346
4 Kab. Pcgunungan Bintang 185.989 3.830.499 4.016.488
5 Kab. Tolikara 185.989 3.506.556 3.692.545
6 Kab. Bovcn Digoel 2s9.836 3.878.71 I 4.138.547
7 Kab. Mappi 272.745 3.861.594 4.t34.379
8 Kab. Asmat 190.1 26 4.O50.207 4.240.333
9 Kab. Wuopen 186.524 3.632.418 3.8t8.942

20 Kab. Suoiori 186.367 3.383.931 3.570.298
2L Kab. Mamberamo Rava 186.206 3.367.700 3.553.906
22 Kab. Manberamo Tensah 185.989 3.206.838 3392.427
23 Kab. Yalimo r85.989 3.126.436 3.3t2.425
24 Kab. Lannv Java 186.23 I 3.474.895 3.661.126
25 Kab. Ndusa 185.989 3.255.747 3.441.736
26 Kab. Puncak 185.989 3.467.264 3.653.253
27 Kab. Doeivai r86.036 3.527.960 3.713.996
28 Kab. Intan Jaya 185.989 3.t76.773 3.362.762
29 Kab. Deiya.i 185.989 3.099.108 3.28s.097

loqrv Prod[3] P.Dur Bant 2.44L277 36.866.190 39.747.46?
I Kab. Sorong t49.2t2 4.997.s59 5.146.77 |
2 Kab. Manokwari 1.481.168 8.O14.660 9.495.828
3 Kab. Fak Fak 226.933 3.796.676 4.O23.609
4 Kota SoronE 1.327.599 I 1.570.699 12.498.294

Kab. Sorons Selattr 23.t27 2.522.788 2.645.915
6 Kab. Raia AmDat 27.035 2.464.370 2.591.405
7 Kab. Teluk Bintuni 89.969 11.680.084 1r.870.0s3
8 Kab. Teluk Wondama 16.190 1.773.879 1.890.069
9 Kab. Kaimana 71.755 2.468.554 2.640.309
l0 Kab. Tambrauw 00.882 .567.042 t.667.924
l1 Kab. Maybrat 04.981 498.337 1.603.3r8
t2 Kab. Manokwui Selatan 02.464 .606.878 t.709.742
I3 Kab. Pesununcm Arfak 00.195 337.757 t.437.952

Total Provlnrl 3.96E,117.231 17,609.885.931 2r.578.OO3.162
Total Kabuoaten/Kota 1.791.8E7.551 t.259.19().493 10.o51.O78.O44
Total Ifaslonal 3.760.OO4.742 25.A69.O76.424 3r.629.O41.206

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya

KEM ENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
K INDONESIA

Bidang Hukum dan

-8l8-



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII

PERATURAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN MENURUT

PROVIN SI / KABUPATEN / KOTA



S-t,*r.

E*,#-iRr>*#
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UMPIUN VII
RINCIAN OANA BACI HASIL PIAX BUMI DAN BANGUNAN

MENURUT PROYNSI/MBUPATEN/K6A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

tr) t3t

L$ t,120
3.479. 15.046.

t.13 1.301.$ 53 02) qa) 5. lm 770 )7 055 
'

Sa.lina sesuai dcngm aslinya
SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
BidMS Hukum do

-undegd,

Srptr Uutl



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VIII

PERATURAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL

TEMBAKAU MENURUT PROVINSI



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

MENURUT PROVINSI

(dalam ribuan ru
NO NAMA DAERAH JUMLAH

I Provinsi Aceh t7.629.509
II Provinsi Sumatera Utara 23.250.O70
III Provinsi Sumatera Barat 13.540.432
IV Provinsi Jambi 10.306.356
V Provinsi Sumatera Selatan 8.927.18s
VI Provinsi Lampuns 13.080.718
VII Provinsi Jawa Barat 322.885.977
VIII Provinsi Jawa Tengah 642.2L8.890
Ix Provinsi Dl Yogyakarta 20.246.387
x Provinsi Jawa Timur t.458.774.334
XI Provinsi Sulawesi Tengah 7.585.937
XII Provinsi Sulawesi Selatan t6.775.454
XIII Provinsi Ba-li L2.607.2t6
XIV Provinsi Nusa Tenggara Barat 244.655.O20
XV Provinsi Nusa Tenesara Timur t5.454.397
XVI Provinsi Kepulauan Riau 6.062,118

JUMLAH 2.834.OOO.OOO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARI.AT NEGARA
REPUBLIK INDONESI,A

Bidang Hukum dan
-undangal,

Sapta Murtl

-r lr-



REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX

PERATURAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA

ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA



#s^t,
$*j*fater,44ff

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MII\TYAK BUMI DAN GAS BUMI

MENURUT PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA

ribuan

TO IIAIA DAERAH
INTTAN BI'UI GAs BI'UI

JI'ML,IUI
t50h o,s"/" AUB JTIULAII ge/o o,5o/o AUB JTIMLAII

I t2) (3) (41 {5=3+41 (6) (7t B-6+71 (9=5+8)
9 Kab. Kaimana 1.197 .465 97.465 8.240.803 8.240.803 9.438.268
0 Kab. Maybrat 1. 197.465 I 97.465 8.240.803 8.240.803 9.438.268

Kab. Tambrauw l.197.465 97.465 8.240.803 8.240.803 9.434.268
Kab. Manokwari Selatan 1.197.465 97.465 8.240.803 8.240.803 9.434.268

3 Kab. Pegunungan Arfak l.197.465 97.465 8.240.803 8.240.803 9.434.268
Prowtn l KrIlEaEtaD Utan 375.74.6 .64t. 3.594 41.56 14.I43.371

I Xab. Bulr 14.o'.23.062 467.435 t4.490.497 3.043.956 50.732 3.094.688 17.585.185
2 Kab. Malinau 5.636.183 r87.874 5.824.O57 t.246.849 20.781 1.267.630 7 .O91.6A7
3 Kab. Nunukm 7.792.023 259.735 8.051.758 2.704.4o9 45.L47 2.753.956 1o.805.714
4 Kota Tuakan I 1.983.462 399.449 t2.382.911 1.724.330 28.805 1 .757.135 14.140.046
5 Kab. Tana Tidung 5.654.735 148.492 5.843.227 1.246.449 20.781 1.267.630 7.1 10.857

TOTAL 7.427.267.9?O 245.O7L.795 7.955.t52.400 4.432.663.10t 75.713.933 s.294.4t2.2@ 13.250.664.6()0

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengm aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
K INDONESIA

Bidang Hukum dan
undangan,

S.pta Uurtl

- 10/ 10-
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PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X

PERATURAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA

ALAM MINERAL DAN BATUBARA MENURUT

PROVINSI I KABUPATEN / KOTA



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA

MENURUT PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA
ribuan ru

Ifo ITATIA DAERAH IT'RAI{ TETAP ROYALTI JI'UL/TH

I QI (s) (4) (5=3+4)
6 Kab. Sorong Selatan 905.929 24.579 930.508
7 Kab. Teluk Bintuni 8.306.699 24.579 8.331.278
8 Kab. Teluk Wondama s.687.O58 24.579 5.7 rr .637
9 Kab. Kaimana 24.579 24.579

l0 Kab. Maybrat 24.579 24.579
I Kab. Tambrauw 24.579 24.579

t2 Kab. Manokwari Selatan 24.579 24.579
l3 Kab. Pegunungan Arfak 24.579 24.579

too(I Provlnrl Sulasesl Barat 1.862.575 1.862.575
1 Kab. Maiene 149.a64 r49.464

Kab. Mamuiu 1. 168.281 1. r68.281
Kab. Polewali Mandar 1.s56.5 4 r.556.514

4 Kab. Mamasa 2. ro9.0 5 2.1o9.01s
Kab. Mamuiu Utara 1.556.5 4 1.556.5 r4
Kab. Mamuiu Tengah 9 10. I 9lo.1ll

:oo(II Provlncl Kallmantan Utara 3.605.551 73.586.664 77.t92.2L5
I Kab. Bulunsan 8.289.963 79.281.550 87.571.513

Kab. Malinau 3.492.O79 53.737.425 57.229.904
3 Kab. Nunukan r.946.034 86.174.450 88.120.484
4 Kota Tarakan 36.793.332 36.793.332
5 Kab. Tana Tidune 694.128 38.359.498 39.Os3.626

TOTAL 1.181.83s.841 12.O50.O75.814 13.231.912.655

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Hukum dan
-undangan,

Murtl

-818-



LAMPIRAN XI

PERATURAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA

ALAM KEHUTANAN MENURUT

PROVIN SI / KABUPATEN / KOTA

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN

MENURUT PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA

23.77 t.197
Kab. Teluk Wondama

r6.364.4 l8

r7. l8 r.820 26.5 15.40 I 43.697.221

83.755.722

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARTAT NEGARA

BLIK INDONESIA
idang Hukum dan

gan-undangan,

Sapta Mutl

-117-

tird TIrITr TTIf,TiffI IIT'PH t-J:rlI5i titt JI'ULAII
(lt t2t t3l t4l t5t l6=3+4+51
) (ab. KeDulauan Anambas 4 7o4 4.704
3 (ab- Karimun 24.244 I to s54 t3g 212
4 :ota Batam 4 7oF. 4.708
5 (ota Taniung Pinans 4.?OA 4 7r)4
6 (at - Linssa 4.704 4.704
7 tub. Bintan 4.704 4.704

)oo( Ftoolul Prpua Bmt q 3s6 aqr q 3s6 Rqr
I <ab Fak Fak 2.365.335 2.94 r.388 s.3r)6 723
2 Kab. Manokwari 2.1 13.668 950.390 3_064.O58
3 (ab. Sorons 4.224.290 5.443.896 9.668.186
4 (ota Somnp 1.559.482 I.559.482
5 iab. Raia AmDat I 55q 442 1.559.482
6 Kab. Sorons Selatan 2.O40 AA3 645 AO2 ) 726 6A5
7 {ah- Teluk Bintuni 7.274.78A 16.496.409
8 s oa3 764 1) R76 qOA 1'7 q6n 6'74
g rb. Kaimana 3.48s_338 7.O24 74r) lo 5l4.o7a
10 {ah Mavbmt 2.543.432 3t1.t25 2.92t.ss7
1I Kab. Tambrauw 2 r)s7 73p. I a2B 667 3 aa6 405
t2 Kab. Manokwari Selatan I.559.482 1.559.482
t3 Kat| Peslrnlrnsan Arfak 1.559.482 1.559.482

F:45-l Mul Sul.wc.l Bemt a 463 I 463
I Kab. Maiene 3 3RS 3 3RS

2 Kab. Mamuiu t4 744 s4 930 69 674
3 Kab. Polewali Mandar 3.493 2.417 6.31O
4 Kab. Mamasa 4.564 5.730 ro.294

Kab. Mamuiu Utam 3.880 2.612 6.492
(\ Kah Mamrtirt Tensah I lns i 3RS

,OmI lPrdlilt NdlhentrD Utah t7 647 606 t7 657 6r}6
I Kab. Bulunean 26.490.267 43.254.685
) Keh Malinerr r 3 0ro q63 14 357 353 )7 374 ?16
3 Kab. Nunukan I 5.374.403 22.561.354 37.935.957
4 lkota Taraken a a4a Ro3 a a4a ao3
5 lKab. TanaTiduns

132-742-AOO |tr:FfFf.X,Tm 69'r-7(ft-343 1.sr2.679.223
)ana Cadangan 43.755.722

I(.1ttt L32.742.4OO 6A2-23.). ,rat-162-l}63 l-596-.l:14-945



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII

PERATURAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA

ALAM PERIKANAN MENURUT

KABUPATEN/KOTA



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN

MENURUT KABUPATEN/ KOTA
am ribuan rupiah

NO NAMA DAERAH .,t,IILAH

1 (2t (3)
f,IIII Provinsl Sulawesi Barat

1 Kab. Majene 1.089.194
2 Kab. Mamuju 1.089.194
3 Kab. Polewali Mandar 1.089.194
4 Kab. Mamasa 1.089. 194
5 Kab. Mamuiu Utara i.089.194
6 Kab. Mamuiu Tengah 1.089.194

xxxN Provingi Kalimantan Utara
1 Kab. Bulungan 1.089.194
2 Kab. Malinau 1.089.194
3 Kab. Nunukan 1.089.194
4 Kota Tarakan 1.089.194
5 Kab. Tana Tidung 1.089.194

TOTAL ss4.400.ooo

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODOSalinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETAzuAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Sapta Murti

ti Bidang Hukum dan
angaqgpdangan,

- 10/10 -

nru
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PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII

PERATURAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA

ALAM PANAS BUMI MENURUT

PROVIN SI / KABUPATEN / KOTA



$)ru-fip4'$

PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI

M ENURUT PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

trd.
Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PUBLIK INDONESIA

Bidang Hukum dan
n,

Sapta Murtl

JOKO WIDODO

)F- lT



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV

PERATURAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM MENURUT

PROVTNST I I<ABUPATEN / KOTA



,"F$tr
f.*
+A
ry*is

PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM

MENURUT PROVINSI / KABUPATEN /KOTA

alam ribual ru
NO. NAMA DAERAH JIIMLAII

I (21 (3)

4 Kab. Pohuwato 52t.26r.O79
5 Kab. Bone Bolaneo 495.957.190
6 Kab. Gorontalo Utara 404.7t2.962

x)uq Provinsi Kepulauan Rlau 866.810.696
I Kab. Natuna 345.284.O29
2 Kab. Kepulauan Anambas 350.512.758
3 Kab. Karimun 385.437.448
4 Kota Batam 576.930.711
5 Kota Taniune Pinans 449.786.339
6 Kab. Linssa 4t2.649.320
7 Kab. Bintan 449.835.609

xx)gI Provinsi PaDua Barat t.322.765.639
1 Kab. Fak-Fak 67L.L39.627
2 Kab. Manokwari 526.449.t64
3 Kab. Sorone 507.563.513
+ Kota Sorong 470.669.t78
5 Kab. Raia Ampat 648.505.589
6 Kab. Sorong Selatan 44L.O92.568
7 Kab. Teluk Bintuni 550.986.827
8 Kab. Teluk Wondama 432.228.840
9 Kab. Kaimana 609.497.373
10 Kab. Mavbrat 444.053.521
11 Kab. Tambrauw 524.498.673
12 Kab. Manokwari Selatan 348.7t2.84L
13 Kab. Pezununean Arfak 381.035.345

xx:gII Provinsl Sulawesl Barat 925.147.622
I Kab. Maiene 518.259.515
2 Kab. Mamuiu 626.855.666
3 Kab. Polewali Mandar 725.38t.526
4 Kab. Mamasa 52t.66t.475
5 Kab. Mamuiu Utara 485.815.1 l0
6 Kab. Mamuiu Tensah 346.912.857

t(xxrv Provinsl Kallmantan Utara r.o32.459.159
1 Kab. Bulunsan 462.110.s08
2 Kab. Malinau 772.980.483
3 Kab. Nunukan 400.260.543
4 Kota Tarakan 336.447.O29
5 Kab. Tana Tidune 34t.44t.271

JUMLAII ALOI(ASI DAU PROVIT{SI 38.536.084.7rO
JUMLAH ALOI(ASI DAU I(AB/KOTA 346.a24.762.390
JUMLNI ALOKASI DAU NASIONAL 385.360.847.100

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO
sesuai dengan aslinya

IAN SEKRETARIAT NEGARA
K INDONESIA
ang Hukum dan

mad Sapta Murti
- 10/10 -



REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV

PERATURAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA ALOI(ASI KHUSUS FISIK

MENURUT PROVINSI I T<ABUPATEN / KOTA



trF{ESiDEl.i
REPUELiK iI!DOI..IE5i;'.

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

to

ribum
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JOKO WIDODO
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LAMPIRAN XVI

PERATURAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

MENURUT PROVINSI I I<ABUPATEN / KOTA
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERI.AN SEKRETARIAT NEGARA
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PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH

MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dala ibuan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Bidang Hukum dan

.m rl ru
NO. NAMA DAERAH JUMLAII

I t4 (3)

259 Kota Denpasar 5.000.000
260 Kota Mataram 42.60r.976
26t Kota Bima 5.000.000
262 Kota Jayapura 5.000.000
263 Kota Ternate 5.000.000
264 Kota Tidore Kepulauan 5.000.000
265 Kota Cilegon 5.000.000
266 Kota Tangerang 5.000.000
267 Kota Gorontalo 5.000.000
268 Kota Batam 40.405.162
269 Kota Tanjung Pinang 5.000.000
270 Kota Sorong 5.000.000
271 Kota Tarakan 5.000.000

JUMLAH ALOI(ASI DID PROVINSI 480.933.196
WMLAH ALOKASI DID I(ABUPATEN 3.722.177.L75

WMLAH ALOKASI DID KOTA 796.889.629
JUMLAH ALOKASI DID NASIONAL 5.OOO.OOO.OOO

d Sapta Murti
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LAMPIRAN XVII

PERATURAN PRESIDEN
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RINCIAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA DESA MENURUT

KABUPATEN/KOTA



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVIII
zuNCIAN DANA DESA

MENURUT KABUPATEN/KOTA

ribuan

ilo ITIITA DAERAH Jumleh Aloka.l Da.er Alokart
Famtle

JumlahDcra Per Dcra Pcr Kab/Kota

:o(I:(
I

Total Provlnrl corontato 557 565,640 371.625.480 32.O52.498 403'677,974
{z.zto.gisKab. Boalemo 82 56s.640 46.382.480 5.834.49s

2 Kab. Gorontalo 191 56s.640 108.037.240 9.513.338 I 17.550.578
3 Kab. Pohuwato 101 565.640 57.129.640 6.O20.362 63.150.0O2
4 Kab. Bone Bolango 60 565.640 90.502.400 5.390.813 9s.893.213
5 Kab. Gorontalo Utara 23 565.640 69.573.720 5.293.490 74.867.2tO

tiz.isa.ozg- l4.szo.iez
)oo(

1

Total Provlarl Kepulauan RIau 273 555.6.1O 155,551.OOO 22.2L5.O79
Kab. Natuna 70 s6s.640 39.594.800 4.775.982

2
j

Kab. Kepulauan Anambas 52 565.640 29.4r3.280 4.682.556 34.095.836
- ii.iqs.azzKab. Karimun 42 565.640 23.756.880 3.792.547

4 Kab. Lingga 75 565.640 42.423.OOO 5.06s.957 47.488.957
5 Kab. Bintan 36 565.640 20.363.040 3.898.037 24.26r.O77

:oo(I-i
,
5
4-=5
6
i

_8
9

lo
i1

Totd Provlnrl Papua Barat t.744 555.640 986.476.160 aa.2t4.o?9 t.o74.690.239- sei&aiiz
ioo.s56.esz

Kab. Fak Fak 142 565.640 80.320.880 9.367.742
Kab. Manokwari 165 565.640 93.330.600 7.026.242
K1b.Q9ry1g 226 565.640 r27.a34.640 7.480.243 135.314.883
Kab. Raja Ampat tt7 565.640 66.179.880 7.420.374 73.600.254
I(ab. Sorong Selatan t2l 565.640 68.442.440 5.931.217 74.373.657
Kab. Teluk Bintuni 115 565.640 65.O48.600 4.329.674 73 374.274
Kab. Teluk Wondama 76 565.640 42.944.640 4.944.420 47.933.460
Kab. Kaimana 84 565.640 47.5t3.760 8.795.856 56.309.616
Kab. Maybrat 259 565.640 146.500.760 7.632.5r8 154.133.278
Kab. Tambrauw 2t6 565.640 r22.178.240 9.165.507 131.343.747
Kab. Manokwari Selatan 57 565.640 32.24r.4AO 5.31 r.331 37.552.81I

t2
:ooul-

Kab. Pegunungan Arfak 166 565.640 93.496.240 6.808.515 100.704.755
Total Provlarl Sulawcrl Barat !576 565.640 32s.808.640 37.75,O.2t3 363.s5t.8s3

I
i

Kab. Majene 62 565.640 3s.069.680 4.838.21 r 39.907.89 r
Kab. Mamuju 89 565.640 so.34l.960 6.886.598 57.224.554

3
4

Kab. Polewali Mandar 144 565.640 8l.452.160 9.566.444 91.018.604
Kab. Mamasa 168 565.640 9s.o27.520 6.464.584 101.492.104

5 Kab. Mamuju Utara 59 565.640 33.372.760 4.801 122 38.173.882
6 Ikb. Mamuju Tengah 54 565.640 30.544.560 5.193.254 35.737.814

)ooqll
a
,

Totel Psovlntl Kalfinaatan Utara &7 565.6t1O 252.841.O80 38.255.907 29L.()96,947
Kab. Bulungan 74 565.640 41.857.360 7.992.936 49.450.296
Kab. Malinau r09 565.640 6r.654.760 15.404.989 77.O59.749

3
4

Kab. Nunukan 232 565.640 131 228 480 7.848.842 139.O77.322
Kab. Tana Tidung 32 565.640 18.100.480 7.009.140 25.1O9.620
TOTAL T{ATIIOIYAL 74.764 42.243,45.2.5,60 4.694.227.440 .T6.9E2.O80.OOO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

LIK INDONESIA
Hukum dan
undangan,

Sapta Murti
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Keterangan: Rincian Anggaran Pendidikan
Negara/ kmbaga sesuai hasil

PRES I DEN
REPUBLII( INDONESIA

LAMPIRAN XIX
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN

(dalam

belum termasuk pergeseran fungsi pendidikan pada beberapa Kementerian
penelaahan RKA-K/L setelah pengesahan APBNP 2016 oleh DPR RI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

galin4l sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETAzuAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Bidang Hukum dan

ribuan ru

Ifo KOMPOTTEI| ANGGARAI| PEI| DIDIKAJf JUULAII
1.
1.1
1.1.1
t.r.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
t.t.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
l.r.r2
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
r.t.t7
1.1.18
1. t. l9
t.2
o

2.1
c,
2.2.r
2.2.1.1
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.3
3.
3. I

Aaggaran Pendidlkan Melalul BelanJa Pemerlatah hreat
Anggaran Pendidikan Pada Kementerian Negara / Lembaga
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Agama
Kementerian Keuangan
Kementerian Pertanian
Kementerian Perindustrian
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perhubungan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pariwisata
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kementerian Pertahanan
Kementerian Ketenagakerjaan
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Anggaran Pendidikan Melalui BA BUN
Aaggaran Pendldlkan Melalul Transfer kc Daerah dan Dane Dcsa
DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan
Dana Transfer Khusus
DAK Fisik
DAK Pendidikan
DAK Non Fisik
Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD
Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
Bantuan Operasional Sekolah
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD
Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan
Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan
Anggaran Pendldlkan Melalui Pemblayaan
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

144.959.415.375
14t.692.899.479
43.605.863.439
39.589.492.436
46.470.269.521

1.501.700. r07
60.536.031

416.625.23A
148.938.994

3.800.907.0ss
1.750.000.000

7t.4L6.647
535.980.343
404.O11.264

15.955.074
r.724.732.639

r73.362.687
372.736.r98
8r2.268.752
46.365.021

191.338.O33
3.266.515.896

266.630.336.O22
142.087.633.484
1t9.918.371.972

2.665.340.000
2.665.340.000

t17.253.O3r.972
1.020.513.000

69.762.709.t72
43.923.573.800

2.28r.900.000
264.336.000

4.624.330.t66
5.OOO.OOO.OOO
5.000.000.oo0

Jumlah 416.589.77E.r42

Sapta Murti
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RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

PUBLIK INDONESIA
I Bidang Hukum dan

ng-undangan,

ad Sapta Murtl

PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XX
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

(dalam ribum
sEltuLA MEIfJADI

2
2.1
2.1.r
2.t.2

2.r.2.1
2.t.2.1.1

2.1.2.1.2

2.1.2.2
2.2
2.2.t,),
2.2.3
2.2.4
2.3

PEMBIAYAAJ{ LUAR TEGERI (TETOI
Pcrerllan PlnJamra Luar lfegerl (brutot
Pinjmm Progrm
Pinjaman Proyek

Pinjmm Proyek Pemerintah Pusat
Pinjmm Proyck Kcmenterim Negua/trcmbaga

Pinjmm Proyek Ditcrushibahkm

Penerimam Penerum Pinjmm
Peneruran PlnJaaea Lepedr BUMII/Pemdr
PT Perusaham Listrik Negua (Persero)
PT Pe njminm Infrastruktur Indonesia (Pers€ro)
Pf Pertamina (Persero)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pcmbeynraa Clcllan Polok Utatf Lurs I[cIGrl

398. r93.417
75.091.890.741

36.83s.000.000
38.256.890.74 l
32.347.233.4t7
29.942.899.4t7

2.404.334.000

5.909.6s7.324
-5.909.657.324
-4.091.879.841

- 14.950.000
- 1.6 18. I00.483

-184.727.OOO

-6E.7E4.O40.(x)O

-2.526.9t9.532
72.969.1tA.22A

35.775.000.000
37.t84.rt8.228
3 1.350.465.468
28.465. I63.6 10

2.885.30I.8s8

5.833.652.760
-5.833.652.760
-4.046.370.640

- 14.5I9.785
- 1.593.351.219

- 179.411.1 16
-69.652.385.OOO

-2 /2-

Ytfu/(,


